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PUTUSAN
Nomor 85/PDT/2024/PT.TJK.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam
persidangan elektronik (ecourt) sebagai berikut dalam perkara antara:
HERLINAWATI, Umur : 41 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat

Rt.016/Rw.003, Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar,

LampunTengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Dwi Nugroho,

S.H., Endi Tri Wibowo, S.H., adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan

Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara EDI DWI NUGROHO, S.H. &

PARTNERS yang berkantor di Rt.10 Rw 04 Rejosari Mataram Kecamatan

Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Hp.083160683131,

Emaii.edidwinugrohol123@gmail.Com, baik sendiri-sendiri  maupun

bersama-sama, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juli 2024,
selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;
Lawan:

VERONICA ARSITANTIA, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat Rt.01/Rw.001,
Ds.Moroseneng, Desa Kedaton Induk. Kec.Batanghari Nuban Kabupaten
Lampung Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakti Prasetiyo
Nugrahanto, S.H., dan Arief Rahman Hakim, S.H., Advokat, Penasehat
Hukum pada kantor BAKTI PRASETIYO, SH & REKAN beralamat di Jalan
DR Sutomo No. 110 Kel Hadimulyo Timur, Kec Metro Pusat, Kota Metro
Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa Nomor 031/Pdt/KH/V/IV/2024
tertanggal 16 April 2024, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri atau
bersama-sama dan didaftarakan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Gunung Sugih Nomor 71/SK/2024/PN Gns tanggal 18 April 2024, sebagai
Terbanding semula Tergugat;
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Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan

perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih
Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 17 Juli 2024 yang amarnya sebagai
berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak berwenang mengadili
perkara ini;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih
diucapkan pada tanggal 17 Juli 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik
melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari itu, terhadap
putusan tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 Juli 2024 telah menyatakan mohon
pemeriksaan banding, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding
Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli
2024 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding
agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor
21/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 17 Juli 2024 diperiksa dan diputus dalam

peradilan tingkat banding;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan
Permohonan Banding yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut,
Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan
untuk memeriksa berkas perakara (inzage) sebagaimana ternyata dari
relaas pemberitahuan memeriksa berkas secara elektronik melalui sistem
informasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih masing-masing tanggal 13
Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat pada tanggal 25 Juli 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh
Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara
tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Gunung Sugih dalam Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gns
tanggal 17 Juli 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai
berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan dari
Pembanding semula Penggugat tanggal 25 Maret 2024 menyebutkan Terbanding
semula Tergugat VIRONICA ARSITANTIA dengan alamat RT 01/RW 001 Ds
Moroseneng, Desa Kedaton Induk, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten

Lampung Timur akan tetapi pihak Pembanding semula Penggugat mengajukan
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gugatan perkara a quo di Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang wilayah
hukumnya meliputi sebatas Wilayah Kabupaten Lampung Tengabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 RBg yang mengatur
tentang kewenangan relatif Pengadilan Negeri menentukan antara lain sebagai
berikut:

1. Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat
sebenarnya berdiam ( jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);

2. Pengadilan Negeri tempat tinggal salah satu Tergugat, apabila Tergugat
lebih dari satu tergugat;

3. Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat utama, apabila hubungan
tergugat-tergugat adalah sebagai berhutang dan penjaminnya;

4. Bahwa objek gugatan adalah perbuatan melawan hukum karena pada
pokoknya Pembanding semula Penggugat diadukan oleh Terbanding
semula Tergugat ke POLRES Lampung Timur. Oleh karena itu Terbanding
semula Tergugat merasa tercemar nama baiknya sehingga mengajukan
gugatan perkara a quo di Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, mengenai
kompetensi/kewenangan relatif dalam perkara a quo telah dipertimbangkan
secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana putusan
Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 17 Juli
2024 yang menyatakan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak berwenang untuk
mengadili perkara a quo karena pihak Terbanding semula Tergugat beralamat
tempat tinggal RT 01/RW 001 Ds Moroseneng, Desa Kedaton Induk, Kecamatan
Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur sebagaimana secara jelas
disebutkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum putusan
Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk dipertahankan dan dikuatkan,

sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan
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pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam
tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan
Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 17 Juli
2024, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan
dan Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka
Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara
dalam dua tingkat peradilan dan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan
dalam diktum putusan;

Mengingat Pasal 142 Rbg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILL
1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor
21/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 17 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam dua tingkat peradilan dan yang tingkat banding ditetapkan sejumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh
H. AKSIR, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, SARYANA, S.H.,M.H. dan SRI
ASMARANI, S.H.,C.N , masing-masing selaku Hakim Anggota untuk mengadili
perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Ketua
Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu M. RIDHWAN, S.H.,M.H

selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara
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maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui

sistem informasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis

SARYANA, S.H.,M.H. H. AKSIR, S.H.,M.H.

SRI ASMARANI, S.H.,C.N

Panitera Pengganti

M. RIDHWAN, S.H.,M.H

Biaya-biaya Banding:

1. Meterai.........cccoevviinnn.. Rp10.000,00,-

2. Redaksi................oll Rp10.000,00

3. Administrasi banding........ Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
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